
 
BUPATI BADUNG 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

 
NOMOR  14 TAHUN 2011 

 
T E N T A N G 

 
PAJAK PARKIR 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BADUNG, 
 
 

Menimbang :  a. bahwa Pajak Parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang 
penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu 
pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, 
peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 
potensi daerah;  

 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir sudah 
tidak sesuai lagi dengan  peraturan perundang-undangan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 

huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir; 
 
 

Mengingat    :   1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan   Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

 
2.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);  

 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 

Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau 
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 1988 Tentang  

Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Badung Seri D Nomor 1); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 
 

dan  
 

BUPATI BADUNG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :    PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR. 
 

BAB   I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah  adalah Kabupaten Badung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 
3. Bupati adalah Bupati Badung. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 
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5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah 

sesuai dengan ketentuan   peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
6. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda  adalah Dinas 

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung 
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan uasaha milik negara 
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

9. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan 
tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor. 

10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.  
11. Tempat Parkir adalah Tempat  Parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola 

oleh pihak Swasta dan /atau penyelenggara. 
12. Penyelenggara Parkir adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan 

parkir baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang 
menjadi tanggungannya. 

13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang 
berada pada kendaraan itu. 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang. 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila 
wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa 
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek 
dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat 
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau  harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif,  dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
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21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah 
Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak terutang. 

24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan 
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

 
 

BAB   II 
 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 
 

Pasal 2 
 

Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan fasilitas tempat parkir. 
 

Pasal 3 
 
(1) Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.  

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) adalah : 
a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk 

karyawannya sendiri; dan 
c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara 

asing dengan asas timbal balik. 
 
 

Pasal 4 
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(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan 

bermotor. 
(2) Wajib Pajak  adalah orang  pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat  

Parkir. 
 
 

BAB  III 
 

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 
 

Pasal 5 
 
(1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada penyelenggara tempat Parkir.  
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa 
Parkir. 

 
 

Pasal 6 
 

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
 
 

Pasal 7 
 

Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5. 

 
 

BAB IV 
 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK 
 

Pasal 8 
 

Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten Badung. 
 
 

Pasal 9 
 

Masa Pajak lamanya 1 (satu) bulan Kalender. 
 
 

BAB V 
 

PENETAPAN 
 

Pasal  10 
 

 
 
 


